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VELIKOTAMPDY: KEPRLM DAERAH TINGKAT II SURLBLYD

: bahwa dalam upaya peningkatan peleayaran kepada masyarzkat serta

memperhatikan situasi dan kondisi setelzh selesainya pembangun-

an Taman Hiburan Rakyat, dipandanc periu meninjzu kembali dan

menetapkan kembali Peraturan Daerah vanc mengatur tentany Pene

tapan Tarip Retribusi di Taman Hiluran Rakyat dalem suatu  Pera

turan Daerah.

: 1,

Undang undang Yomor 5 tahun 187 tentang Fokok pckok Pemerin

tahan di Daerah ;

Undang undang Nomor 16 tzhun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Begar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawe Tengah/
Jawz Barat dan Daecrah Istimewa Yogyakarta juncto Undang - un

dang Nomor 2 tahun 1965 ;

Undang undang liomor 12 Drt.tahurn 1¢57 Tentang Peraturan Umum

Retrikusi Baerah juncto Urndang undang Nomor 1 tahun 1961 :

Undang undang Wemor 8 tahvun 1981 tentong Hukum Acara Pidana;
Peraturan Fumerinteh Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang undang Hukum jicara Pidana :

Xeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 tahun 1988 -~
tentang Sistim dan Prosedur Permajakaen, Fetribusi Daerah dan
Pendzpatan Daerah Lainnya serta pungutan Pajak Bumi dan Ba -

nguncn di 99 Kazbupaten/Kotamadvs Daersh Tinakat I
Feraturan Daerah Kotamadya Dacranh Tingkat II Surabaya Nomor
13 tahun 1587 tentang Penyidik Tegawal Megeri Sipil diling -
kmngan Penerintah Kotamadya Daerch 7ingkat IT Surabaya.



Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IX

Surabaya,

Menetapkan

-
H

(1)

MEMUTUSKZ2AHN

PERLATURAN DAERLH KOTZMADYR DREFLH TINGKAT II SURABAYA  TEM
TANG IZIN PENGGUNLEN GEDUNG DELIAM TAMAN HIBURAN REKYAT KOTA
MADYFE, DRAERRH TINGKAT II SUFLELYE.

BAB I
KETENTUEN UMUM
Pagal 1

Dalam Peraturan Daecrah ini yang dimaxsud dengan istilzsh

a.

.

Pemerintah Daerah,adzlak Permerintah Kotamadya Daerah ™ -~
Tingkat II Surabaya ;

Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepela Daerah Ting -
kat II Surabaya :

Dinas Taman Hiburan Rakyat, adalah Dinas Taman Hiburan
Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

Pejabat yano ditunjuk, adalah Kepala Dinas Taman Hiburan
Rakyat Kotemadya Daerah Tingkat II Surabavya ;

Tamarn Fiburan kakvat (TER), 2dalah tempat yvang disedia -
kan berbagei jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran-
jasmani maupun rohani yanc mengandung unsur hiburan, pen
didikan dan kebudayaan :

Gedung Pertunjukan, adalah tempat yang disediakan untuk-
oertunjukan, hiburan dan fasilitas lain untuk menyeleng-
garakan pertemuzn, rapat, resepsi dan pesta ;

Tempat uszha dan promosi, adeslah gedung, stand, bangunan
dan tempat lain yang disediakan oleh Dinas Taman Hiburan
Rakyat scbagai fasilitas untuk merprerosikan usaha ;
Stand, adalah tempat usaha yang dikelola oleh Dinas Té
man Hiburan Rakyat yang disediakan untuk menenpatkan ba

rang yvang dijual.

BhE II1
KETENTUAN PERIZIN/N DIN PEMAXAIAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan hukur: yang bermaksud aken memakai -

tempat, gedung, stand dan fasilitas lain yang terdapat da

lam Taman Hiburan Rakyat Kotamedva Daerah Tingkat ITI Suraba
y2 herus mendapatken izin terlebih dahulu dari Kepala Dams
zah etau Pejabat yang dituniuk ; )



(2} Tatea cara dan perberizn izin dimesksud pada.ayat (1) pasal ini
diatur lebih lanjut olech Kepala Daerzh.

Pasal 3

~

(1) surat izin dimeksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah -~
ini berlaku sclama uszhanya berjalan dan setisp .5 (lima) ta
hun sekali diedakan pendaftaran vlang dengan mengajukan permo
honar selambat lambatnys 30 (tiga puluh) hari sebelum  habis

masa berlakunya izin ;

(2) Pemegang izin harus memazkai sendiri tempzt. gedung, stand dan

fasilitas lain sesuai dengan izin yang d&iberikan

-

(3) Pemegang izin tidak diperbolehkan memindahkan hak pemakaian -
kecuali atas persetujusn terlebih dahulu éari Kepala Daerzh

atau Pejabat yang ditunijuk.
Pasal 4

Pemegang izin sebagaimzna tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Pera -
turan Paerah ini mempunyai kewajiban untuk memelihara kebersihan
kerapian, keamanan dan ketertitan sesuai dengan ketentuan vang -
berlaku,

Pasal 5

Izin yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini -
dapat dicabut oleh Kepala Daerah karena :

a. pemegang izin telah melanggar syarot syarat yang ditentukan -
dalam surat izin atau ketentuan lain dalam Peraturan Daerah -
ini ;

b. ates permintaan pemegang izin atau penguszhs yang bersangktan.

BB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Fasal 6

{1} Untuk setiap pengeluaran izin dan pemakaian dimaksud dalam pa

sal 2 Peraturan Daerah ini dikenzkan pungutan retribusi ;

(2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetap =
kan sebagai berikut :



a. Permakaian bangunan atau stand sebagai berikut -

1.

2.

untuk usaha kerajinan dan scienisnya, sebesar Rp. 35,00
ftiga puluh lima rupiah) setisp meter persegi setizp -
hari ;

untul: usaha depot dan sejenisnya, sebesar Rp. 50,00 (1li

ma puluh rupizh) setiap meter perseci setiap hari ;

Pemakaian lokasi atau temwat untuk usaha promosi dan seje-

nisnya :

1.

untuk promosi berbentuk baliho dan sejenisnya, sebesar-
Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sztiap meter persegi se
tiap hari ataw Pp. 10.000,00 (sepulub ribu rupiah} seti

ap mater persegi setiap bulan ;

2. Untuk spanduk dan sejenisnya, sebesar Rp. 150,00 (sera-

3.

tus lima pulubh rupiah) setiap meter persegi setiap hari
berbentuk lampu neon dan sejenisnya, sebesar Rp.10.000,-

{sepuluh ribu ruvizh) setiap meter persegi setiap bulan

remakaian gedung atau bancunan untuk keverluan resepsi, ra

pat; penztaran, pertemuan, pesta dan pertunjukan di luar -

bPemakaian rutin, sekali pakai :

1.

2.

untuk gedung Srimulat; sebesar Rp. 30.000,00 (tiga pu =

luh ribu rupizh) :

untuk cedung Yayang Orang, sebesar Rp. 25.000,~ (dua pu

luh lima ribw rupish) ;

untuk gedunag Ketoprak, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh
ribu rupiah) ;

untuk gedung Ludruk, sebesar Rp». 20,00C,00 (duz suluh -

ribu rupiah} ;

Pengcunaan geduns Srimulat, Vayeng Crang, Ketoprak dan Lue

druk untuk pementasan rutin :

1.

gedune Srimulat, sebesar Rp. 25,000,00 {(dua puluh lima-

ribu rupiah) setiap hari :

2, gedung Wayano Crang, scbescr Rp. 3.500.00 (tiga ribu 1i

ma ratus rucizh) seticr hari -

3. aedung Ketewral, sebesar =p. 3.000,-~ (tica ribu rupiah)

setiap hari :
4. gedunc Iudruk, scbesar Tp. 3.000,00 (tica ribu rupiah)

setiap hari ;

Pemck~ion neraletan -
1. untuk gemclen peloc. slemdro, scbesar Rp. 75.000,00
(tujuh muluh lima ribv rucich) seticp hari ;



2. untuk sound system, sebesar Rp. 15,000,00 (lima belas ri
bu rurpizh) setisp hari ;
3. untuk seperangkat alat Band, sebesar Rp. 100,000,000 (sera

tus ribu rupiah) setiap hari :

f. Beaya pemakzizn Rir Minum dari Perusahaan Daerah lMir Minum -
Kotamadyzs Daerzah Tingkat II Surebava peda gedung kesenian -
atau stand kerajinan harus dibayar oleh pemakai melalui Kas
Dinas Taman Fiburan Rakyat, dengan tambahan 10% (sepuluh pro
sen) dari rekening yang ditetazpkan oleh Peruszhaan Daerah ~

Zir Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

g. Beaya pemakaian aliran listrik pada gedung kesenian atau =
stand kerzjinan harus dibayar oleh pemakai melalui Kas Dinas
Taman Hiburan Rakyat dengan tambahan 10% (sepuluh prosen) =
dari rekening yang ditetapkazn oleh Ferusahaan Umum Listrik -

Negara Distribusi Jawa Timur

(3) Untuk perpanjangan izin dimaksud dalem pasal 3 ayat (1) Peratur
an Daerah ini dikenakan retrikusi sebagzimanz diatur dalam Per
eturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surzsbaya tentang ILe

ges.
FPasal 7

Semua penerimzan dari hasil retribusi dimaksud dzlam pasal 6 Pera-
turan Deerah ini merupakan Pendzpatan Asli Daerzh dan harus dise-

rahkan ke Kas Dezerah sesuai dengan ketentuan yanc berlaku.,
Pasal B

Retribusi yang tidak dibayar tepat pada waktunya dapat ditagih se

suai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,

BAB Iv
KEBRBERATLALN
Pasal 9

(1) wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan o
retribusi dalam jangka woktu 3 (tica) bulan sejak tanggal pena

tapannye ;

(2) Kepala Daerzh menctapkan Keputusan atas keberztan yang diajukan

{3} Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diaju
kannya surzt keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini.



BMAE V
KETENTUAN PIDANER
Pasal 10

-

{1} Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2),(3%
Peraturan Dzerzh ini dapat diancam dengan pidana kurungan sela
ra lamanya 6 (enam) bulan atanw denda setinggi tingginyz ......
Rp. 50.000,00 (lime puluh ribu rupizh) ;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adaleh tin

dak pidan=z velanggaran.

BAB VI
KETENTUZN PENYIDIKZN
Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umm yang bertugas menyidik tindak pidana
penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peratur-
an Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawal Nege
ri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yan7 pengangkatannya dite
tapkan sesuzi dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dzlam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana di
maksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian dan melaku
kan pemeriksaan ;‘

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda penge
nal diri tersangka ;

d. melakukan penyitean benda atau surat ;

e. mengambil sidik jari dzn memotret seseorang -

f. memancggil orang untuk didengar atau diperiksa sebacai tersang
ka atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahli yang diperluken delam hubungannya de
ngan pemeriksaan perkara ;

h. Mengeadakan penghentian penyidikan sctelah mendapat petunjuk -~
dari Fenyidik Polisi Negara Republik Indonesiza (POLRI}  bahwa
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan meru
pakan tindak pidana dan selanjutnya mnclalui Penyidik POLRI mem
beritshukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersnancka atau
Keluargany= ;

i. menoadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat divertanagung
Jmscbken.



BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 13

Pemungutan retribusi yang diatur dalam Feraturan Daerah ini di
laksanakan cleh Dinas Pendapatan Daerzh Kotamadya Daerah Ting -
kat II Surabaya.

BAE VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan diundangkannya” Peraturan Daerah ini,dinyatakan dicabut -
dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerzh Kotamadya Daerah  Ting
kat II Surabaya Nomor 14 tahun 1974 tentang Retribusi Taman Hi
buran Rakyat dengan semua perubzhannya serta ketentuan lain -
yang pernah ada sepanjang bertentangan dencan Peraturan Daerah
ini.

Paszl 15

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Teraturan Daerah ini se -
panjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebib lanjut oleh
Kepala Paerah,

Pasal 16
Peraturan Dzerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :
Agar setizp orang mengetahuinya, memerintoikan pengqundangan Fer

aturan Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Ko
tamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabayea, 2% April 1989

DEW?N PERWAKILAN RAKYLT DRAERAH WoLIKCTIMIDL, KETALA DAERIH
\ R n
KOTEMEDYZ DLERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT II SURABLYA
Ketua,
ttd. ttd,

SOENJOTQ, BL dr. H. POERNOMO ILSIDI



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timar tangszl 2 Mopember 1989 Hemor 334/F tahun 1989,

A.n, GUEERNUR KEPALA DAEREH TINGKAT I
JAWE TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
Nip.C100164d67

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakayz tahun 1989 Seri B tanggal 27 Nopember 1289 Nomor 8/B.

h.n, WALIKOTAMZIDYI XEPLLA DRERMH
TINGKET IT SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. SOENARJ O
Nip. 510040479.

Salinan sesuai dengan aslinya
sasmeSekretaris Kotamadya/Daerzh
21, v Timkat IT Su a
7% 1 m.b
gian Ht':l ' ortade
- : ]

.

Kepala, Ba
- _*"_"-"‘_"'—"""-.-\"“ ol




I.

11,

PENJELASAN
LTS
PERATURAN DAERAH KOTZMADYA DRERAE TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG
IZIN PENGSURANN GEDUNG DALAM TAMAK HIBURAN RAKYAT
KOTZHADYZ DAERAR TINGKAT II SURABRYA

PENJELASAN UMUM

Bahwa perkembangan pembangunan yang sangzt pesat Jditinjau dari -
berkagaj bidang, khususnya bidang pembangunan untuk tempat tempat rekrea
si, taman hikburan antara lzin perluasan dan penyenpurnaan sarana Sarana
maupun prasarana, schincga dapat dicapai daya guna yang sebesar besarnya

dalam rangka peningkztan pelayanan Pemerintak Daerah kepada Masyarakét .

Dengan adanya perkembangan penduduk kota Surabayva, yang melaju pe
sat, menuntut pula adanya pengelolaan, penataan tempat rekreasi, hiburan

yang memenuhi persyaratan yang cukup memadai.

Guna memenuhi maksud tersebut diatas serta untuk mengarahkan pe
laksanaan atas usaha penambzhan sarana sarana dan prasarana tempat re.
kreasi, hiburan, sehingga dapat dicapal suatu hasil yang tepat guna per
lu ditetapkan dan mengatur kembali suatu ketentuan, tota cara dan sistim
pemakaian dan izin sorts pengaturan retribusi dilingkungan Dinas Taman -
Hiburaon Rekyat Ketamadya Dzerah Tingkat II Surabaya dalam suatu Peratur-

an Dzerzh,

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan tercapai pe

ningkatan pendapatan asli daerzh Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

PENJELESAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s5/d d cukup jelas ;

(3

haruf e Lokasi Dinas Taman Hiburan Rakyat terletak

"

dipersil seluas 3,5 hea dengen fasjlitas -
yang disediakan :

1 gedung kantor Dinas ;

4 gedung kesenian ;

50 stand keraiinan

Pasal 2 s/d Pasal 3 : cukup jelas :



Pasal 4 s/& Pasal 5
Fasal 6 ayat (2) huruf c

huruf 4 s/d g

ayat (3)

Facal 8

Pagal 13

Fosel 14 s/d pPasal 16

cukup jelas :

Yang dimaksud sekali pakai ialah pema-
kaian selamz 6 {enam) jem dihitung mu=
lai saat acara dimulai.

cukup jelas

cukup jelas ;

Yang dimaksud dengan Feraturan perun -
dangan dz2lam pa2sal ini adalah Peratur-
an Daerah Xotomedya Doarah Tingkat II
Surabaya tentang Penagihan dengan  Su
rat Paksa.

Pelaksanaan dalam pemuncutan retribusi
perlu diadaksn koordincsi dengen Dinas
Taman Hiburan Rokyat.

cukup jelas




PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il
| SURABAYA
cALINAN
Bo. 1/T; 16-3-15°0
PERZTURAN DAERRH KOTRAMADYA DAERRE TINGKAT 1I SURABAYAR
NOMCOR 10 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN KEDUZ PERATURAN DAFRAH KOTRAMADY2Z DAERAH
TINGKAT II SURABAYZ NOMOR 19 TAHUN 1977 TENTAMG RETRIBUSI
PELAYANEN KESEHATAN OLEH POSMT RESEHZ!.TAH}!ASYARAIQ{T
KOTEMADYR. DAERAH TINGKAT II SURRBAYD

DENGLYN RAHMAT TUHAN YANG MAHR ESA,
WALIKCTAMADYZA KFPALZR DAERAH TINGKAT II SURABAYA

et imbang : a. bahwa kesehatan adalal merupmkan salah satu modal pokok da
lam rangka pertumtuhan dan kehidupan masyarakat dan oleh
sebab itu perlu adanya peningkatan pélayanan' dalam bidang
pemeliharaan kesehatan

1]

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dalam bidang pemeliharaan kesehatan yang sesual dengan per
kembangan sosial ekonami, dipandang perlu untuk memnjau
kembali Feraturan Daerah ' Kotamadya Daerah Tingkat II Sura
baya Nomcr :12 tahun 1277 dengan menuangkan ketentuan per
ubahannya dalam suatu Peraturan Daerah,

Fengingat : 1. Undang undang Fomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Peme

rintahan di Daerah ;

2. Undang undang Noamor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Dae
rah Kota Besar dalarn lingkungan Propinai Jawa Timur / Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Un
dang undang Nomor 2 tahun 1965 :

3., Undang undang Momor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturar.
Umwn Retribusi Daerah juncto Undang undang Nomor 1 tahun-
1061 5

4. Undang undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok pokok.. Kese
hatam ; :



5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerah
an Sebarian Urusan Pemerintah Pusat dalam Bidang Kesgehat

an kepada Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 8 tahun 1983, ten
tang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Ne
. 684 a/Menkes/SKB/I%/1987
aeri Nomor g7 tahun 1683 tentang Pedoman Pe

laksnnzan Punogutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Ne
. 153 /Menkes/SKE/TI/1988 .
Nomor — 2 ten
geri lomor 11 tafan 1966 tentang Pola Tarip Pe

layanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lan

jutan pada Pugkesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah hagi Pe

serta Perum Husada Bhakti :

2. Keputusan Cubernur Kepala Daerah Tingkat T Jawa Timur No
mor 129 tahun 19289 tentang Pedoman Pencgunaan  Potongan

Langsung Fetribusi Pelayanan Kesehatan basar ;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daeralh Tingkat II Surabaya No
mer 19 tahun 1977 tentang Retribusi Felayanan Keschatan
oleh Pinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba
ya jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura
kaya Nomor 5 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Pera-
turan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nemor
19 tahun 1577 tentang Retribusi Pelayanaac Kesehatan oleh

Diras Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

sengan Persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

surabaya,

~enetapkan

.
H

MEMUTUSKARN

PERATURAN DLERESH KOTRMIDYA DRERAL TINGKAT ITI SURABAYE TEN
TANG PEPUBMAEAINT KEDUZ. PERATUREN DAETRAH KOTAMADYZ: DAERRE TING
KinT II SURAEBNYZL MOMOR 1S TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PELA
YANAN KESEHATZEN PUSAT XESEHATAN MIASYIRZKART FCTDMADYA DRERLH
TINGKAT II SUPERBLYDL,

Fasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor
19 tahun 1977 tentang ketribusi Pelayanan Kesehatan oleh -



Dinaé Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang di
sahkan dengan Surat Keputusan Gubermur Kepala Daerah Tingkat-
I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1978 Namor HK/268/1978 dan diun -
dangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IXI Su
rabaya tanggal 29 Juni 1978 Seri B Namor 6 dan telah ~diubah
pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting
kat IT Surabaya Nomor 5 tahun 1982 tanggal 8 Pebruari 1982 -~
yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1982 Namor 254/P tahun 1982 dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1982 Seri B tanggal 22 Juni 1982 Nomor 5/B dan:
diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf d,c dan £ diubah kemudian ditambah huruf g,h,
i,j,k;l dan m (baru) dan hyrus dibaca sebagai berikut :

d. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan dalam -

bentuk rawat jalan kepadar masyarakat yang dileksanakan
oleh sarana pelayanan kesehatan dasar ;

e. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah -
Rotamadya Daerah Tingkat 1I Surabaya :

f. Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah béaya yang dipu-
ngut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan cbat -
obatan, pemeriksaan laboratorium dan medik ;

g. Pusat Keschatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskes -
mas, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan -
Unit Pelayanan Kesehatan fungsional :ﬁedik dan dikelola
oleh Pemerintah Daerah yarg menberiken pelayanran secara

menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat ;

h. Puskesmas FPembantu, adalah Unit Pelaysznan Kesehatan -~
yang memberikan pelayanan untuk menunjang pelayanan ke-
sehatan yang dilaksanakan Puskesmas ;

i. puskesmas Keliling, adalah Pelayanan yang bersifat mo-
bil untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyara
kat 5 '

j. Ambulance, adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh
Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengangkut -
orang sakit ;



k.

Mobil Jenasah. adalah kendaraan bermotor yang dikuasai -
oleh Femerinich Deerah yang dipergunakan untuk mengangkut
jenasah ;

. Balai Kesehatan Ibu dan Anak selanjutnya disebut BKIA,ada

lah Balai Kesehatan Ibu dan Rnak yang dikuasai oleh Peme
rintah Daerah ;

Balai Fengobatan selanjutnya disebut BP, adalah Balai -
Pergobatan yang dikuasai oljeh Pemerintah Paerah ;

Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

(1)

(2)

Retribusi pelayanan kesehatan setiap orang untuk setiap-
kali kunjungan yang meliputi jasa pelayanan, obat obatan
pemeriksaan laboratorium dan medik, di Puskesmas, Puskes
mas Pembantu dan Puskesmas Keliling ditetapkan  sebesar
Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas -
Pembantu dan Puskesmas Keliling bagi peserta Perum Husa-

da Bhakti (FHB) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Pasal 12 ayat (2) dihapus, ayat ayzt lainnya (1), (3) dan -

(4)

diubah menjadi ayat (1), (2) dan (3) serta harus dibaca -

sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Retribusi pertolongan persalinan di Puskesmas ditetapkan
sehesar Rp. 5.C00,00 (lima ribu rupiah) ;

Retribusi perawatan persalinan di Puskesmas adalah :

a. untuk perawatan Ibu, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua
ratus lima pululk rupiah) per hari ;

b. untuk pwrawatan Bayi, sebesar Rp. 625,00 {enam ratus

dua puluh lima rupiah) per hari :

Retribusi Pertolorgan persalinan di luar Puskesmas oleh
Bidan Puskesmas pada pagi dan jam kerja ditetapkan, sebe
sar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

D. Fasal 13 dihapus.

E. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

)

Retribusi untuk pemakajan mobil ambulance ditetapkan se-
bagai berikut -



a. pemakaian dalam kota (di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabayz) setiap kali pemakaian, sebesar Rp. 5.000,00-
(lima ribu rupish) ;

b. untuk pemakaian ke luar kota, sebesar Rp. 300,00 (tiga ra
tus rupiah) setiap km pada 5 km pertama dan selebihnya -
Rp. 25C, 00 ‘dua ratus lima puluh rupiah) sétiap kin,dengan
ketentuan serandah rendahnya ditetapkan sebesaxr Rv.5.000,00
{lima ribu rupiah)

(2} Retribusi untuk pemakaian mobil jenasah ditetapkan sebagai -

berikut :

a. untuk pemakaian dalam kota (di Wilayah Kotamadva Daerah -
Tingkat IT Surabaya) setiap kami pemakaian, sebesar .....
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

b. untuk pemakaian ke luar kota, sebesar Rp. 500,00 (lima ra
tus rupiah) setiap km, pada 5 km pertama dan selebihnya -
Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) setiap km dengan ketentu-
an serendah rendahnya, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu ru
piah}.

F. Sesudah pasal 15 d@itambabh satu BAB (baru) vaitu BAB VIa vang ter
diri dari pasal 157, 15B, 15C (baru) dan harus dibaca sebagai -
berilut :

BAB VIh
KETENTUAN LAIN LAIN
Paszl 15n

Kepada setiap penderita yang memperoleh pelayanan atau pemeliha-
raan kesehatan sesuai dencan ketentaan rFeraturvan Daerah ind,jika
diperlukan dapat dikerikan obat yang tidak tersedia pada Unit Pe

lavanan Kesehatan remerintah Daerah, dengan resep dokter,
Pasal 15B
{1} Pemberian cairan infus dan transfusi kepada penderita di Pus

kesmas, beaya pengadaannya dibebankan kepada penderita ;

(2) Ketentuan pada ayat (1) vasal ini tidak berlaku terhadap pem
berian cairan infus dan transfusi yanc dilaksanakan oleh Pu-~
sat Rehedrasi yang ada dalam pembinaan Pemerintah Daerah,



Pagal 15C

{1) Hasil retribusi dimaksud dalam pasal 11 dan 12 Peraturan -
Daerah ini ditentukan sebagai berikut :

a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) disetor ke Kas Pemerin
tah Daerah :

b, 25% (dua puluh lime perseratus) untuk keperluan kegiatan
operasional Puskesmas.

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang pengyunaan dan tata cara -
pertanggqungjawaban beaya operasional akan diatur dengan Ke
putusan Kepala Daerah.

G. Pasal 16 diubah dan harus dibaca :
Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, se
panjang mengenai pelaksanaannya .akan diatur lebih lanjut dalam
Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
hgar supaya setiap orang dapat mengetalminyg, memerintahkan pe~
noundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem
baran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 3 Oktober 1989

DEVAN PERWRKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT IT SURABAYA
Ketua
ttd ttd
SCENJOTO, BA dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja-
wa Timur tanggal 22 Jamiari 1920 Nomor 38/P tahun 1990,
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ttd.
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I.

II.

PENJELRARSAN
ATAS
PEPATURAN DRER:H KOTAMADY? DAERAH TINGKAT II SURRBLYA
MOMCR 1C TRHUN 1989
TENTANG
PERUBEHAN KEDUZ, PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKIT ITI SURABAYA NOMOR 1% TZRHUN 1977 TENTZNG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATIN QOLEE PUSAT KESEHNTAN MASYARAKLT
KOTEMADYZ DAEPRE TINGKAT II SURABAYA

FENJELZ SAN UMUM :

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di
perlukan pembeayzan yang tidak kecil jumlahnya. Oleh karena itu guna men-
dukung Anggaran Belanja yang disediakan Pemerintah Daerah diperlﬁkan par
tisipasi masyarakat, antara lain darji warga kota yang menggunakan fasili
tas pelayanan kesehatan d4i Puskesmas, Puskesmés Pembantu, Puskesmas Keli
ling @ilingikungsn Dinas Keschatan Daerah Kotamadya Daerzh Tingkat II Sura
baya.

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan ketentuan ketentuan mengenai
retrilusi pelavaran kesshatan, pertolongan atau perawatan persalinan di
Puskesmas, Puskesmas Pembantu yang dilakukan terhadap :

1. Masyarakat Umum ates dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kese-
684 a/Menkes/SKB/IX/1987
87 tahun 1987
Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;

hztan dan Menteri Dalam Negeri Nomor tentaﬁg

2. Feserta Ferum Husada Bhakti yaitu Pegawai Negeri, Fenerima Pengiun Pe-
gawni Negefi/?EPI beserta keluarganya yang berhak menurut peraturan /

perundang undangan yang berlaku, atas dasar Surat Keputusan Bersama -

153 Menkes/SKB/11/1938
11 tahun 1988

tentang Peola Tarip Rawat Jalan tingkat pertama dan Rawat Jalan Lanjutan

¥enteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri MNomor

pada Fuskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta Feruma Husada
Ehakti.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketetapan pasal 11,
12 dan 13 tersebut dalam Feraturan Daerah Kotamadyz Daerah Tingkat II Su
rabaya Nomor 1¢ tzhun 1977 tidak bkerlaku lagi.

PENJELASAY TASAL DEMI PRSEL :

Pasal I2 huruf d ~ m : cukup jelas ;
B ayat (2) :+ Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas,
Puskesmas Pembantu bagi peserta Perum Husada
Bhakti dengan cara perhitungan pembayaran /



E Fasal 14 ayat (1)

sub a dan b

F Pasal 15 ayat (2)

F Pasal 15n

Fasal 15B

Pasal 15C

?asal IT .

"

.o

-

-
=

pembeayaan berdasarkan banyaknya jumlah Kar
tu Tanda Pengenzl (KTP) peserta Peruma Husa

da Bhakti.

cukup jelas ;

Pengenaan retribusi ditetepkan sejak pengang °
kutan penderita dari rumah ke rumah sakit -
atau sebaliknya.

cukup jelas ;

Resep dokter.'diberikan cuma cuma karena re-
tribusinya termasuk beaya pelayanan kesehat
an oleh Unit Pelayanan Kesehatan milik Peme
rintah Daerah.

Rehefirasi adalah pertolongan pada penderita
untuk mengembalikan cairan tubuh yang biasa
nya penyakit muntaber karena pernderita keku
rangan cairan dalam rangka penyembuhan,
Hasil retribusi yang dimaksud dalam pasal 14
disetorkan ke Kas Daerah karena tidak terma
suk pelayanan kesehatan dasar sebagaimana -
d.i.maksud Surat Keputusan Bersama' Menteri Ke
sehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor s

_-&.——_ es/SKB/IX/1987 tentang Pedoman Pelak

87 tahun 1987
sanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehat-

an Dasar.

Pasal 1 sub ¢ juncto Keputusan Gubernur Ke-
pala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129
tahun 1989 tentang Fedoman FPeingunaan Potong
an Langsung retribusi _Pel_ayaﬁan Kesehatan -
Dasar Pasal 2 apat (1) dan pasal 3 sub & -
dan b.

cukup jelas.




